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Klausul TNI Berbisnis
Dibahas untuk Masuk DIM

KEMENTERIAN Koordinator
Palirik, Hukum, dan Keamanan
{Kemenka Palhukam )R sedang
memhbahas uzul menghapus
pasal yang melarang personel
THI untuk menjalankan biznis
dalam UL THNI Nomer 34 Tahun
2004

Menterl Keordinater Poli
tik, Hukum, dan Keamanan
Marsekal THT (Purn ) Hadi Tjah-
janto ketika ditemui di Jakarta
Utara, kemarin, menjelaskan
pembahasan itu dilakukan
jajaran Kemenkn Palhukam da-
lam rangka daftar inventarizazi
masalah (DIM) EUT THL

“Ya, ini, kan masih dalam
Proses, va, Kita uramanyaunik
TN adalah Pasal 47 dan 53, Ma-
mun, erkait dengan kegiatan
bisnis. ini masih terus dalam
pembahasan,” kata Hadi,

Untuk diketahui, dua pasal
vang discbut Hadd, vaknl seal
perpanjangan masa jahatan dan
penempatan personel THI pada
jabatan publik. Menurut 1ladi,

seluruh pihak berhak membe
rikan masukan kepadanya demi
memastikan RUT THT tepat un-
tuk kebutuhan masvarakat.

Fihak dari unsur THT pun
memiliki hak untuk mengueul-
kan jika dirasa undang undang
tersebut tidak relevan dengan
situasi zaman saat ind, “Karena
sudah 20 tahun NI TNT berjalan
dan kita hamis menyesuaikan
dengan kebutuhan kekinian,®
kata Hadi.

“Nanti akan

ada perlakuan
istimewa
terhadap

militer yang
menghambat
pertumbuhan
perusahaan sipil
atau swasta.”

Connie Rahakudini Bakrie
Pengamat militer

Karenanya, dia memastikan
seluruh masukan, rermasuk
penghapusan larangan her-
biznis, akan dipertimbangkan
dengan malang.

Hadi juga akan mendengar
kan pendapat dari para ahli
hingga akadermisi dalom proses
DIM BULTEMI sebelum diserah

lean ke parlemmen, *Ya, memamg
DIM sampai Agustus (selesa),”
kala Hadi,

sebelumnya, pihak TNI di-
ketahui mengusulkan kepada
Kemenko Polhukam untuk
menghapus larangan anggola
THI membuka uzaha vang
rerrantem pada Pasal 39 huruf
£ dalam U7 THT Nomor 34 Ta-
bran 2004,

febhelumnya, Ketua Komisi
T PR BT Meutya Hafid mene-

gaskan usulan agar prajurit
THI holeh herhiznis tidak ma-
suk draf RUT TN yvang sedang
dibahas di parlemen. Meutya
menerangkan prajurit TNT
memang tidak boleh herbiznis.
“Iya, tdak ada di dreaf,” ungkap
Meutya di]akarta, Senin {15/7).

Pengamat militer Connie
Eahakudini Bakrie mengkritisi
wacana penghapusan larangan
anggnta TNl herbisnis. Menu-
rutnya, apahila sudah ada
aturan yang sah dan memper-
halehkan militer berhianis, hal
itu akan ada distorsi ekonomi
vang begin besar,

“Manti akan ada perlakuan
ismrmnews erhadapmiliter vang
menghambat pertumhbuban
perusahaan sipil atau swasta,
¥ang paling parah, kita im bi-
cara hubungan sipil-militer, ke
terlibatan ekonomi vang sangat
luas, i dapat melemahkan
kontrol :zipil pada pemerin-
rahon demokrads,” wjar Connde
kepada Media Indonesia, Selasa
(187,

Kalaupun legislatif mene-
rima usulan menghapus la-
rangan tentara herbi=nis, ne-
gara juga diharapkan rahu
koneekuensi terbezar vang
akan terjadi apa. I dischab
kan di Tiongkok, kata Connie,
rniliter yang berbisnis ternyata
memengaruhi profesinnal-
isme tentara dan eelah untak
knrupsi semakin banyak yang
terbuka. (DisfAnyP-2]



